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ABSTRAK

Yuniar Prasetya Sari, 201410115229, Putusan Banding Administratif Sebagai
Alasan Menolak Gugatan Tata Usaha Negara (Studi Kasus Putusan Mahkamah
Agung Nomor 678 K/TUN/2015), 82 halaman, 2018.

Studi kasus dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 678 K/TUN/2015 mengenai
perkara sengketa Tata Usaha Negara, yaitu sengketa kepegawaian, Mahkamah
Agung seharusnya dapat memastikan penerapan hukum bisa berjalan sebagaimana
ketentuan dalam hukum formiil Tata Usaha Negara yang telah diterangkan dalam
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 51
Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Peradilan Tata Usaha Negara, bukan
hanya terpaku kepada Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan
Kehakiman. Dalam hal ini Penulis menilai telah terjadi diskrepansi atau
kesenjangan hukum antara putusan/penerapan hukum (das sein) dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku (das sollen). Dimana penerapan hukum acara
atau hukum formiil Tata Usaha Negara terhadap yang aktual tidak sesuai dengan
hukum yang dicita-citakan atau diharapkan dalam negara hukum. Dimana dalam
upaya peradilan sebagaimana dalam studi kasus pada Putusan Majelis Hakim
yang memeriksa dan memutus perkara pada Pengadilan dalam tingkat pertama
dalam kasus ini adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
sebagaimana yang diatur dan sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (3) Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Untuk
meneliti hal tersebut penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dan
menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus dengan
mengacu kepada aturan hukum yang berlaku. Mengacu pada hasil penelitian
perkara dalam kasus sengketa kepegawaian Tata Usaha Negara, seharusnya
Mahkamah Agung dapat menerapkan hukum sesuai tujuan dan cita-cita hukum itu
sendiri yaitu terciptanya kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan
hukum. Melihat perkara tersebut dengan pasti serta merujuk pada ketentuan
perundang-undangan yang telah ada. Sehingga Mahkamah Agung (Judex Juris)
dapat menjalankan hakikat fungsinya sebagai yang memiliki kewenangan dan
tanggung jawab serta fungsinya untuk memastikan penerapan hukum dan
menerapkan peraturan hukum dengan secara nyata sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci: Prosedur Upaya Administratif Kepegawaian, Perkara Tata Usaha
Negara.
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ABSTRACT

Yuniar Prasetya Sari, 201410115229, Decision of the Administrative Appeal as
Reason Rejecting State Administrative lawsuit (Case Study of Supreme Court
Decision Number 678 K/ TUN / 2015), 82 pages, 2018.

The Case study in Supreme Court Decision Number 678 K/ TUN / 2015 regarding
State Administration dispute case, namely civil service dispute, Supreme Court
should be able to ensure law enforcement can be run as provision in formality law
of State Administration which has been explained in Law Number 5 Year 1986 on
State Administrative Court juncto Law No. 9 of 2004 juncto Law No. 51 of 2009
on the Second Amendment to the State Administrative Court, not only fixated to
the Law no. 48 Year 2009 About Judicial Power. In this case the authors judge
there has been discrepancy or legal gap between the judgment / application of the
law (das sein) with the applicable legislation (das sollen). Where the application
of procedural law or formal law of State Administration against the actual is not in
accordance with the law aspired or expected in the rule of law. Where in the
judicial effort as in the case study on the Judgment of the Panel of Judges
examining and adjudicating the case to the Court in the first instance in this case
is the Jakarta State Administrative High Court as stipulated and in accordance
with the provisions of Article 51 Paragraph (3) of Law Number 5 Year 1986
About State Administrative Court. To investigate this the authors use normative
legal research methods and use approaches legislation and case approach with
reference to the rule of law in force. Referring to the result of case study in case of
State Administration personnel dispute, Supreme Court should be able to apply
the law according to the objectives and the ideals of the law itself is the creation
of legal certainty, legal justice and legal benefit. See the case with certainty and
refer to the provisions of existing legislation. So that the Supreme Court (Judex
Juris) can exercise the nature of its functions as having the authority and
responsibility and function to ensure the application of the law and apply the rule
of law with the real in accordance with applicable legislation.

Key Words: Procedures of Administrative Personnel, State Administrative Case.
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MOTIO :

Jangan “Harus”, Tapi “Ingin”

“Terasa sulit ketika aku merasa harus
melakukan sesuatu. Tetapi, menjadi mudah
ketika aku menginginkannya.”

(Annie Gottlier)

Sebuah persembahan untuk Almarhumah Mbah Sumini, Ayahanda, Ibunda,
serta seluruh keluargaku tercinta.

Terkhusus untuk Keluargaku.

Cppallad) Gy i daad)

“Segala puji bagi Allah Ta’ala Pemelihara seluruh alam”

“Inilah impian yang baru sempat Ananda wujudkan”.
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